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TENTANG

MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indoensia Tahun 2013 Nomor 191);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 13);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1915);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan
dan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TENTANG MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Menetapkan Mekanisme Pengaduan Masyarakat Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dilaksanakan dengan aplikasi berbasis daring
melalui Sistem Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat Terpadu (SIPEMANDU) Desa.

Pengaduan yang telah dilaksanakan pada setiap Unit Kerja
Eselon I wajib disesuaikan dengan Keputusan Sekretaris
Jenderal ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal Keputusan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan.



KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANWAR SANUSI

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

(

Undang Mugopal
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BAB I

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Berbagai langkah
perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik
semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkan
dalam memperoleh hak-haknya. Salah satu perubahan perbaikan
pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah
melalui penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan
publik yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, sehingga diperoleh
pengelolaan pelayanan publik yang baik.
Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, diharapkan
adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta
dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara (service providers) dan
dari aspek kepentingan penerima layanan (customers). Dari aspek
kepentingan penyelenggara, pengelolaan pengaduan merupakan sarana
untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Sebaliknya, dari aspek kepentingan penerima layanan merupakan sarana
menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih
baik.
Seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan pengaduan pelayanan
publik tidak dapat lagi dilakukan secara manual. Oleh karena itu
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
menggunakan Aplikasi SIPEMANDU Desa sebagai aplikasi yang
dipergunakan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik nasional

yang terintegrasi dan keberlanjutan dalam suatu mekanisme tertentu.

Maksud dan Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam memberikan kepastian
tindaklanjut penyelesaian pengaduan bagi penyelenggara pelayanan

publik dan masyarakat.



Tujuan mekanisme pengaduan masyarakat di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertujuan
untuk:

a. terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang
cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. terwujudnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terpadu
di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih
dalam penanganan pengaduan masyarakat; dan

c. meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup mekanisme pengaduan masyarakat di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
meliputi:

1. Mekanisme pengaduan masyarakat.

2. Panduan aplikasi Sistem Informasi Publik dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat Terpadu (SIPEMANDU) Desa.

Pengertian

1. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk pengawasan masyarakat yang
disampaikan oleh masyarakat kepada Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berupa
sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan
yang bersifat membangun.

2. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pimpinan Instansi adalah pejabat pembina kepegawaian pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

4. Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang
menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Terlapor adalah aparatur negara atau kelompok masyarakat yang

melakukan penyimpangan atau pelanggaran.



Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan
mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat
perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan
termasuk masalah yang dilaporkan/diadukan;

Klarifikasi adalah proses penjernihan masalah atau kegiatan yang
memberikan penjelasan/data/dokumen/bukti-bukti mengenai
permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada
sumber pengaduan dan instansi terkait.

SIPEMANDU Desa adalah Sistem Informasi Publik dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat Terpadu berbasis web yang merupakan salah
satu kanal permintaan informasi dan pelayanan pengaduan yang ada
di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.



BAB II
MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang diterima Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditangani oleh Tim Penanganan
Pengaduan Masyarakat Terpadu di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ada pada masing-
masing Unit Kerja Eselon I.

Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditangani meliputi hambatan dalam
pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi termasuk permasalahan dana desa.
Penanganan pengaduan masyarakat oleh tim pengaduan dilakukan
berdasarkan kewenangan dan kriteria bahwa pengaduan terlebih dahulu di
tanggapi di humas Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya ditangani oleh tim
penanganan pengaduan pada Unit Kerja Eselon I yang lain.

Pengaduan yang jelas identitas dan alamatnya pelapor, segera dijawab secara
tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan
diterima dan diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
kerja sejak pengaduan tersebut diterima oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penanganan pengaduan masyarakat meliputi kegiatan penerimaan,
pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi atau penelitian, pemeriksaan,
pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.

A. Pencatatan Pengaduan

Pencatatan pengaduan oleh tim penanganan pengaduan dilakukan

sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh tim penanganan
pengaduan pada Unit Kerja Eselon [ berasal dari organisasi
masyarakat, partai politik, perorangan atau penerusan pengaduan
oleh Kementerian/Lembaga/Komisi Negara dalam bentuk pesan
suara, surat, faksmile, email, sms, atau pesan singkat media sosial
dicatat dalam agenda surat masuk secara manual atau

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Publik dan Penanganan



Pengaduan Masyarakat (SIPEMANDU) Desa sesuai dengan prosedur
pengadministrasian/tata persuratan yang berlaku. Pengaduan yang
disampaikan secara lisan agar dituangkan ke dalam formulir yang
disediakan.

Pencatatan oleh tim pengaduan tersebut sekurang-kurangnya
memuat informasi tentang: nomor dan tanggal surat pengaduan,
tanggal diterima, identitas pengadu, identitas terlapor dan inti
pengaduan.

Pengaduan yang alamatnya jelas, segera ditanggapi secara tertulis
dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat pengaduan

diterima.

B. Penelaahan

1.

Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna

mengidentifikasi permasalahannya, kejelasan informasi, kadar

pengawasan serta langkah-langkah penanganan selanjutnya.

Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:

a. merumuskan inti masalah yang diadukan;

b. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang
relevan;

c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang diterima,;

d. menentukan  apakah pengaduan yang diterima berkadar
pengawasan atau tidak berkadar pengawasan;

e. melengkapi data/informasi yang diperlukan;

f.  melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang relevan; dan

g. menetapkan hasil penelahaan dan penanganan selanjutnya.

Hasil penelahaan pengaduan dan rekomendasi

a. pengaduan berkadar pengawasan yang berindikasi
penyimpangan yang merugikan masyarakat atau keuangan
negara dengan substansi pengaduan logis dan memadai, yang
identitas pelapornya jelas serta didukung dengan bukti-bukti,
direkomendasikan untuk dilakukan audit dengan tujuan

tertentu/audit investigasi;
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b. pengaduan berkadar pengawasan yang substansi pengaduannya
tidak memadai dengan identitas pelapor jelas, direkomendasikan
untuk dilakukan klarifikasi;

c. pengaduan tidak berkadar pengawasan yang mengandung
informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan
sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang memerlukan
tindakan lebih lanjut direkomendasikan untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan prosedur; dan

d. pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan
pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi,

tidak perlu diproses lebih lanjut.

Penyaluran/Penelusuran

Pengaduan yang secara substansial bukan menjadi kewenangan
Kementarian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
untuk menangani, seperti substansi pengaduan terkait dengan
kewenangan  pemerintah  daerah  atau instansi lain untuk
menyelesaikannya, pengaduan tersebut agar diteruskan kepada pihak-
pihak terkait yang berwenang untuk menangani dengan tembusan kepada

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan masyarakat disimpan di tempat yang
aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor
serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang
berlaku.

Dokumen dan pelaporan pengaduan disimpan dengan aman dan
diupayakan menggunakan fasilitas digital, sehingga memudahkan
penemuan kembali apabila diperlukan. Pengarsipan dilakukan dalam
bentuk data elektronik (softcopy). Apabila terdapat data hardcopy wajib
diubah menjadi data softcopy dan disimpan dalam database.

Arsip-arsip pengaduan yang berkadar pengawasan dan bersifat rahasia

agar disimpan dengan aman dan hati-hati.
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Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), masyarakat, media masa dan lain-lain, informasi yang
dapat diberikan hanya data statistik dari penanganan pengaduan, bukan
substansinya, kecuali untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan

seperti sumbang saran.

Penanganan Lebih Lanjut

Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan diselesaikan melalui
pembuktian lebih lanjut melalui klarifikasi, konfirmasi, audit atau
prosedur lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

1. Klarifikasi

Kegiatan klarifikasi dilakukan sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan Thasil telahaan masih diperlukan
data/informasi, dilakukan pengumpulan data/informasi melalui
konfirmasi, klarifikasi atau prosedur lainnya yang dianggap
perlu;

b. meminta data/bukti dan penjelasan baik secara lisan maupun
tertulis kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan
pengaduan;

c. pengujian bukti-bukti dilakukan secara sampling;

d. melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan
dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

e. pelaksanaan klarifikasi dilakukan sesuai dengan pedoman;

f.  menyusun laporan klarifikasi dan simpulan perlu atau tidak
perlu dilakukan audit; dan

g. apabila hasil klarifikasi menunjukkan tidak terbukti dan tidak
dilakukan audit, perlu menginformasikan kepada pelapor yang

alamatnya jelas dan atau instansi terkait.



F.
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Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemantauan hasil penanganan pengaduan masyarakat dilakukan
oleh instansi yang berwenang. Pemantauan dapat dilakukan secara
langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring
pada instansi yang menangani. Pemantauan secara tidak langsung
melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.
Pemantauan penanganan pengaduan masyarakat dikelompokkan
menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti.
Status selesai apabila unit kerja yang menangani pengaduan telah
menerbitkan laporan atas pengaduan masyarakat.

2. Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui hambatan dan
keberhasilan dalam penanganan masyarakat di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja.

Pelaporan

Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu menyampaikan laporan
penanganan pengaduan masyarakat dalam laporan aplikasi kepada
pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Laporan memuat minimal informasi tentang nomor dan tanggal
pengaduan, isi ringkas pengaduan, posisi penanganan dan hasil
penanganan.

Sekretariat Tim Penanganan pengaduan menyusun laporan semesteran
dan tahunan untuk disampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
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Gambar 1. Alur proses Layanan Pengaduan Masyarakat Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
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Gambar 2. Alur proses Layanan Pengaduan Masyarakat Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
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BAB III
PANDUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PUBLIK DAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT (SIPEMANDU) DESA

Pelapor
1. Membuka Aplikasi SIPEMANDU Desa

Pelapor membuka browser  kemudian membuka situs

https://sipemandu.kemendesa.go.id/.

Bt P, S S
Pusat.Pelayanan Permintaan Informasi:Publik dan
b ananganan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi
¢ "
Kementerfan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan T,ransmlg/r,:ay
i
7,

1A Sistem Informasi Pg{\blilﬁdgﬁ'Penang%an _,
b e & e

P

i
LA WMKWQMWN T g
{R\w}lﬁ\ \n\ﬂtm“% LAPORKAN SEKARANG!

- 7

T WAL 0

Gambar 3 Tampllan Sltus https / / 31pemandu kemendesa go.id/

Untuk dapat melapor maka langkah yang harus dilakukan pelapor
adalah klik tombol LAPORKAN SEKARANG!. Sedangkan untuk
melakukan permintaan informasi, pengguna dapat memilih tombol

CARI INFORMASI.

2. Mengisi Identitas Pelapor

Setelah klik LAPORKAN SEKARANG! Tampilan akan berpindah ke
halaman Form Pengaduan, dimana pengunjung dapat membuat
laporan pengaduan.

Pengunjung WAJIB mengisi identitas dan kolom-kolom yang diberi
simbol bintang untuk validitas laporan, dan identitas pelapor akan
dijaga baik oleh PPID Kementerian Desa PDTT.

Untuk Permintaan Informasi, pengguna akan diarahkan ke form

pengisian kelengkapan data.



-16 -

Mendapatkan Nomor Tiket

Setelah melengkapi semua identitas yang dibutuhkan oleh aplikasi
SIPEMANDU Desa, selanjutnya klik tombol Kirim. Pelapor otomatis
akan mendapatkan nomot tiket yang berfungsi untuk mengetahui

sampai mana laporan mereka telah ditangani oleh petugas.

Terimakasih tiket Anda sudah kami terima dengan nomo{ 84d3b5fc.[Silahkan cek secara berkala ke https://e-complaint.kemendesa.go.id/cek atau tunggu
informasi selanjutnya dari kami. Salam dari kami, Kemendesa.

CEK PENGADUAN

Gambar 4. Tampilan Nomor Tiket

Cek Nomor Tiket

Setelah mendapatkan nomor tiket, pelapor juga dapat melihat sampai
mana laporan mereka ditangani oleh petugas dengan cara

memasukkan nomor tiket di kolom CEK PENGADUAN.

Terimakasih tiket Anda sudah kami terima dengan nomor 84d3b5fc. Silahkan cek secara berkala ke https://e-complaint.kemendesa.go.id/cek atau tunggu
informasi selanjutnya dari kami. Salam dari kami, Kemendesa.

CEK PENGADUAN

84d3b5f| Q

Gambar 5. Tampilan Cek Nomor Tiket

Terdapat tiga jenis status dalam sistem tiket di SIPEMANDU Desa,
yaitu: New (Tiket baru masuk sistem ticketing SIPEMANDU Desa), On
Process (Tiket sedang diproses), dan Closed (Tiket sudah selesai, dan

pengguna akan diinformasikan melalui kanal terkait).
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Status New merupakan status yang pertama kali akan didapatkan
oleh suatu Tiket ketika masuk kedalam sistem Ticketing di
SIPEMANDU Desa. Berikut adalah contoh tampilan status New
Ticket:

-D

PENGADUAN/ PENCARIAN INFORMASI SUDAH MASUK ANTRIAN

Gambar 6. Tampilan Status New Ticket

Status On Process adalah status yang menyatakan bahwa Pengaduan
atau Permintaan Informasi sedang diproses di dalam tim internal
Kementerian Desa PDTT. Berikut adalah contoh tampilan status On

Process:

9

PENGADUAN/ PENCARIAN INFORMASI SEDANG DIPROSES

Gambar 7. Tampilan Status On Process
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Status Closed merupakan status akhir (final) dari suatu

pengaduan ataupun permintaan informasi. Berikut adalah contoh

tampilan status Closed saat cek ticket:

&

PENGADUAN/ PENCARIAN INFORMASI TELAH SELESAI

Gambar 8. Tampilan Status Closed

Cara lain untuk melakukan cek tiket adalah dengan masuk ke

halaman cek tiket dari halaman awal aplikasi SIPEMANDU Desa:

E-COMPLAINT

CHANNEL PENGADUAN ‘

= A B
D %upom I

Buat Pengaduan Online

Gambar 9. Tampilan Cara Lain untuk Melakukan Cek Tiket
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ADMIN

Admin membuka browser dan membuka situs
http:/ /sipemandu.kemendesa.go.id /login kemudian masukkan username
dan password. Username dan password dapat diganti di dalam menu yang

tersedia di dalam aplikasi SIPEMANDU Desa.

€ C A Tidakaman | e-complaintkemendesa goid/ogin ot BHGa 6

Gambar 10. Tampilan Situs Login Admin

http:/ /sipemandu.kemendesa.go.id /login

1. Login Admin
Dashboard Admin menampilkan informasi tentang pengaduan yang
sedang berlangsung berdasarkan Unit Kerja masing masing, mulai
dari TIKET OPEN, TIKET CLOSED, DESA MELAPOR, dan
MASYARAKAT. Terdapat berbagai macam submenu dengan klik
tombol yang terletak di pojok kiri atas.

@ E-Complaint Kemendesan & P07 X o - o IEl

€ 3 C O hupsiie-complaintkemendesago.d/dashboard o & gt @

= Ecomplaint Kemendesa

t)ashbuard
TIKET OF

DESAMELAPOR @  reswRakar
!. 21 - 123

Gambar 11. Tampilan Dashboard Admin
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2. Menu tiket hanya akan menampilkan tiket per Unit Kerja yang ada di

aplikasi SIPEMANDU Desa.

* BigGe ©:

Gambar 12. Tampilan Menu Tiket

Admin dapat menambah atau menggabungkan beberapa tiket
sekaligus dengan cara klik tombol Tambah Tiket untuk menambah
tiket dan Merge Tiket Untuk menggabungkan beberapa tiket.
Kemudian admin dapat export menjadi dokumen yang telah

disediakan.

« © @ Tidakaman | e-complaint kemendesa.go.id/ticket w B pgGa 6 :
= Ecomplaint Kemendesa -
Tiket

1 K N A
No [i  Judul Nomor Tiket Permasalahan Channel Status Prov Kab Kec Desa Tanggal Dep

Shawing 1101 of 1 entries

Gambar 13. Tampilan menu Tambah Tiket
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C O Tidskaman | e-complaintkemendess goid/ticke « B e :

Ecomplaint Kemendesa

Tiket
Call Center
e | st
Facebor
aeebaok Momor Tiket | Permasalahan Channel || Status Prov Kab Keo || Desa Tanggal || Dep
Twitter
Searoh Search Searct]  [searc| [Search Search Se  [search Searctl  Sea
sus
Dfofmasiuntuk ADD  38fae710 Uruen (TanpaDanaDesa)  SMIS procesced  SUMATERAUTARA KABUPATENSIMALUNGUN PURBA PURBASIPINGGAN 03122018  Perr
Lagorgoid
ies
Impor CSV

Gambar 14. Tampilan Tiket berdasarkan Jenis Media

Kemudian akan muncul semua tiket berdasarkan jenis media yang
digunakan oleh pelapor, disini dicontohkan menggunakan media

SMS.

« C @ Tidakaman | e-complaintkemendesa.gold/<rr “

Ecomplaint Kemendesa

Tiket Baru «ns

- m

Show 10 v entries search
No |i Tenggal Nomor Handphone | Pesan
1 20190108 1046:59 082339862670 h desa kami Kami sdh pesimis lapor sana sini td ada beritanya Trims,

2 20190108 1046:50 082339862670 tapi sampai saat initd ada peanganya Masarakat sampai pd demo jg sepi aja Kalo polisijg sdh tau Kalo memang kpk berjalan c3d maaf coaba sidik masala

3 201901:081019:27 085820665969 Yih; Satgas Dana Desa. Nama saya Petrus Aot warga desa Pekuiai Bersatu kecamatan Tempunak Kab, Sintang Kalbar, Mas melaporkan korupsi dana desa th 2016 samps
4 20190107 203704 mohon d ablod d web transparan sehingga kami tau d mana kelemahan nilai Kasihan yg tdk lulus. Tdk tau rincian Trims.

5 20160107 19:5432 kasih

6 20160107 19:5432 016 sapai 2018 kami masyrakat mohon dipihak bepak datang langsung ketempat kami ika kami berbobong kami siap memberi keterangan sekian terima

7 2010.010719:8432 081256223850 kegunaan dana dsa yg dicairkan setiap thn kami dengar anggaran cukup besar tapi anehnya. didusun kami selama ini blum pemah ada pembangunan dan add itu

8 20190107 195407 081256223850 selamat malam bapak mendes r yg kami cintal saya masyrakat dusun katanganmas dsa tubang raeng ke jelimpo kb landsk kal bar pertanyaan saya begini apa

9 20190107 154406 087718064026 0 desa cintanag o if 1t rw kader 6bin dan lbangun menurut impormasi dari 16 rw 43 1, baru 2 rw yg dibangun ke
10 087870308799 Slamat sore pak mhon maap dan petunjuk untuk pengaduan ada nya di dga dana desa kami hrus mengadu ke intasi mana yh mkash

Gambar 15. Tampilan Menggunakan Media SMS

Selanjutnya pilih beberapa tiket yang bersumber dari satu nomor

telepon, klik pilih SMS untuk menggabungkan tiket tersebut

« C  © Tidakaman | e-complaintkemendesa.gold/<r “

Ecomplaint Kemendesa

Tiket Baru o«
=  —

Show 10 v entries Search

Pesan
3 201901-081019:27 085620665969 Yih; Satgas Dana Desa. Nama saya Petrus Alot warga desa Pekulai Bersatu kecamatan Tempunak Kab, Sintang Kalbar, Mau melaporkan korupsi dana desa thn 2016 sampy
4 2019.01-072037.04 085261438757 mohon d ablod d web transparan sehingga kami tau d mana kelemahan rilai, Kasiban yg tdk lulus. Tdk tau rincian Trims.

5 20190107 19:5432 081256223850 kasih

6 2019.01-0719:5432 081256223850 dari th 2016 sapai 2018 kami masyrakat mohon dipihak bapak datang langsung ketempat kami jika kami berbohong karmi siap memberi keterangan sekian terima

7 2019.01-0719:5432 081286223850 kegunaan dana dsa yg dicairkan setiap thn kami dengar anggaran cukup besar tapi anehnya. didusun kami selama ini blum pemah ada pembangunan dan add itu

8 2019.01-0719:5407 081256223850 selamat malam bapak mendes ri yg kami cintal saya masyrakat dusun karanganmas dea tubang raeng ke jeimpo kb landak kal bas pertanyaan saya begini apa

9 20190107 154406 087718064026 0 desa cintanagara kec cigedug insentif t rw kader 6bin dan s ibangun menurut impormasi dar 16 rw 43 1, baru 2 rw yg dibangun ke
10 20190107 154406 308799 Slamat sore pak mihon masp dan sya mhon bantuan petuniuk untuk pengaduan ada nya di dga penylewengan dana desa kami hrus mengadu ke intasi mana yh mkash

Gambar 16. Tampilan Tiket yang Bersumber dari Satu Nomor Telepon
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Untuk menu tambah tiket call center Admin diharuskan mengisi

informasi yang telah didapatkan dari Pelapor

= Ecomplaint Kemendesa -

Tiket Baru cai center

Nama pelapor * NIk
. pel WMasukan b
Nomor handphone * Alamat email
ikan nomar H [ I
Provinsi * Kabupaten/Kota *
Filih . Filih
Kecamatan * Desa/Kelurahan *
~ Pillh - © -Pilih-

[ R p——

Permasalahan®

Mekanisme Pencairan Dana

Judul

Deskripsi *

Isikan deskripsi laporan

Pl Fila | idak ad file yang dipiln

Kirim Pengaduan

Gambar 17. Tampilan Menu Tambah Tiket Call Center Admin

Menu Merge Tiket di digunakan untuk beberapa tiket yang terpisah
tetapi hanya bersumber dari satu pelapor, satu topik laporan, atau
satu daerah/ lokasi yang sama. Sebelum melakukan Merge Tiket,
admin memilih beberapa tiket yang akan digabungkan, kemudian
klik Merge Tiket. Harap diperhatikan secara seksama, karena proses
Merge Tiket akan menghapus seluruh Tiket yang dipilih, dan

menghasilkan hanya SATU tiket gabungan (hasil merge).

« C @ Tidakaman | e-complaint kemendesa go.id/t 14 aGae © :

= Ecomplaint Kemendesa .
Tiket

No [i Judul MNomor Tiket Permasalahan Channel Status Prov Kab Kec Desa Tanggal Dep

1 permintaan informasi untuk ADD  34fae710 Umum (Tanpa Dana Desa)  SMS processed  SUMATERAUTARA  KABUPATEN SIMALUNGUN  PURBA  PURBA SIPINGGAN  03-12-2018  Perr |

Shawing 1101 of 1 entries -

Gambar 18. Tampilan Menu Merge Tiket
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Setelah dilakukan Merge Tiket maka otomatis akan membuat tiket
baru yang berada di baris pertama. Admin dapat melihat detail tiket

tersebut dengan cara scroll ke kanan sampai terdapat tombol detail.

C @ Tidskaman | e-complaintkemendesa.go.d/ticket * B gGae 6
= Ecomplaint Kemendesa .

Tiket

Search
Parmasalahan Channel || Status Prov Kab Koo Desa Tanggal | Departermen Astion
Search Search Searc Search Search se Search Search Search Seare
Umnum (Tanga Dana Desa)  SMS processed  SUMATERA UTARA  KABUPATEN SIMALUNGUN  PURBA  PURBA SIPINGGAN 03122018  Pembangunan dan Pemberdaysan Masyarakat Desa

Gambar 19. Tampilan Menu Tiket Baru

« C O Tidskamean | e-complaint kemendess goiid/ticket/3/ecit * B pgGge ©
= Ecomplaint Kemendesa -

Detail Tiket

Womor Thet 34126710

Judul  permintaan infermasi untuk ADD. Pelapor nama

kan ke jakarta menghadap pak
ekad dan keadilan yg merata de

Telepon  (B5282038588

Channel  SMS
Prov  SUMATERA UTARA PSR ccdang diproses |

Kab  KABUPATEN SIMALUNGUN par i sangu Masyarakat Desa
Kec PURBA Kategori _ Informasi

Gambar 20. Tampilan Menu Detail Tiket

Admin dapat melakukan reposisi apabila topik laporan tidak sesuai
dengan Unit Kerja mereka dengan cara memilih opsi pada menu

Tindakan.

Riwayal Feedback ke Pelapor

Dilkrim

o Penulis  melaii Konten Tanggal

1 pdmin  sms Terimakasih tiket Anda sudah karm terima dengan nomor 34Tae710. Silshkon cek secara berkala ke hiips:i/e-complaint kemendesa go id/cok atou unggu informasi 20181203
Humas selanjutnya dari kami. Salam dari kam, Kemendesa 043039

2 Admin  sms ind feedback ke user 20181203
Humas 044237
Admin  sms Tiket Ands sudah dinystakan selessi dsn ditutup. Jiks hubungi Kermi kembali ks Ands masin mempunyai info stau ssuan |sin. Ssism dar kam, Kemendess 20181203
Humas 044710
Admin  sms Ticket pengaduan Anda dibuka kembal sesus perminasn. Silhkan cek secars berkala ke hiips:i/e-complaint kemendesa go kfcek ateu 1unggu informasi 20181203
Humas selanjutnya dari kams. Salarm dari kamy, Kemendesa 044748

File Upload
o Name Tipa Preview Download

Gambar 21. Tampilan Opsi pada Menu Tindakan
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3. Menu Report admin menampilkan report apa saja yang sudah ada di

aplikasi SIPEMANDU Desa.

l @ E-Complsins emercsan b 50
« [}

g S

% Dashboard

B Ticket

0 Repent -

Departe

Kategor

Channed

Departemer

Gambar 22. Tampilan Pilihan Menu Report

l @ ©Complsint Kemendesan & 70 %

|
ai
B

« © O Tidakaman | e-complaint kemendesa go.id/report/kate

* B pGga O :
= Ecomplaint Kemendesa

Report Kategori

Tanggal hh/bb/m sampal hh/basm

Gambar 23. Tampilan Menu Detail Report

Untuk menu Logout ada di tanda panah kebawah di sebelah
informasi akun Admin

€ © O Tidakaman | e-complaint kemendesago.d/dashboard B ET TR

<  Ecomplaint Kemendesa

Gambar 24. Tampilan Menu Logout
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BAB IV
PENUTUP

Mekanisme pengaduan masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi ini dapat dijadikan acuan oleh Tim Penanganan
Pengaduan Masyarakat Terpadu dalam menangani pengaduan masyarakat
meliputi penelahaan dan klarifikasi kepada pihak- terkait, sehingga
diharapkan dapat dilakukan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat,
cermat dan berkualitas.

Langkah selanjutnya adalah mendorong Pimpinan Instansi/Unit Kerja untuk
menindaklanjuti pengaduan masyarakat guna memperbaiki mutu pelayanan di
unit kerjanya, menuju pemerintahan yang bersih (clean governance) dan
pemerintaan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan

publik.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANWAR SANUSI

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

(

Undang Mugopal
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